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Tujuan penelitian ini menganilisis faktor yang mempengaruhi 

pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan metode analisis 

model regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan Kualitas 

aparatur daerah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang 

milik daerah dengan nilai signifikansi (0,000) < (0,05) dan thitung 

(9,225) > ttabel (1,97796). Kepatuhan pada regulasi mempengaruhi 

pengelolaan barang milik daerah sebesar (0,028) < (0,05) dan thitung (-

2,218) > -ttabel ((1,97796).). Pemanfaatan teknologi informasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang milik daerah 

dengan nilain signifikansi (0,877) > (0,05) dan thitung (-0,155) > -ttabel 

(1,97796). Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh 

signifikan terhadap pengelolaan barang milik daerah dengan nilai 

signifikansi. (0,008) < 0,05 dan thitung (2,679) > ttabel (1,97796).   

 

This study is to analyze the factors that influence the management of 

regional property in the Pekanbaru City Government. This research 

uses the SPSS application with multiple linear regression analysis 

methods. The results of this research show that the quality of the 

regional apparatus has a significant effect on the management of 

regional property with a significance value of (0.000) < (0.05) and 

tcount (9.225) > t table (1.977). Compliance with regulations has a 

significant effect on the management of regional property with a 

significance value of (0.028) < (0.05) and tcount (-2.218) > -ttable 

((1.977). The use of information technology has no significant effect on 

the management of regional property with significance value (0.877) > 

(0.05) and tcount (-0.155) > -ttable (1.977).The government's internal 

control system has a significant effect on the management of regional 

property with a significance value of (0.008) <0.05 and tcount (2,679) 

> ttable (1,977). 
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PENDAHULUAN  

Barang milik daerah (BMD) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 

1 ayat (2) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mendefinisikan barang milik 

daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah Kota 

Pekanbaru tahun 2016-2019 BPK RI menemukan permasalahan dalam pengelolaan BMD 

diantaranya Pencatatan dan penatausahaan persediaan di beberapa organisasi Perangkat 

daerah (OPD) belum tertib. Hal ini dapat dilihat dari hasil cek fisik pada beberapa OPD 

diketahui terdapat persediaan yang kurang catat sebesar Rp.455.652.952,00 dan lebih catat 

sebesar Rp.510.193.470,00 [21]. Permasalahan selanjutnya belum diserah terimakannya aset 

Dinas Pendidikan urusan Pendidikan Menengah kepada Pemerintah Provinsi Riau sesuai 

dengan amanah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

menggeser urusan pendidikan menengah atas dan kejuruan menjadi kewenangan Pemerintah 

Provinsi [22]. Pemanfaatan barang milik daerah tidak dituangakan dalam bentuk perjanjian, 

pinjam pakai barang milik darerah dilaksanakan bukan dengan pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah lainnya [24]. Penerapan pengendalian umum aplikasi pengelolaan aset 

tetap belum memadai. Hal ini terlihat dalam belum terintegrasinya aplikasi Sistem Informasi 

manajemen asset dengan sistem yang dipakai dalam pengelaan keuangan daerah [23]. 

Penelitian sebelumnya yang menjadi research gap pada penelitian ini diantaranya yang 

dilakukan oleh [10] menyatakan bahwa kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap 

efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah. Sebaliknya penelitian [5] 

Manajemen aset daerah tidak di pengaruhi oleh kualitas sumber daya aparatur. Menurut [5] 

dalam penelitiannya regulasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen aset daerah. 

Menurut [8] Pemahaman dan kepatuhan aparatur terhadap regulasi merupakan hambatan 

utama terdahap pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.  Selain dari regulasi Hasil 

penelitian [5], menyatakan yang mempengaruhi secara signifikan terhadap manajemen aset 

daerah adalah sistem teknologi informasi. 

Menurut [20] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pedoman sistem pengendalian, untuk 

memberikan jaminan yang memadai dalam pelaporan dan pengamanan aset agar menjadi 

baik. Dapat disimpulkan Kualitas Aparatur daerah, Kepatuhan terhadap peraturan pada 

regulasi, dan Pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaan BMD. 

Selain itu terdapat terdapat hasil penelitian yang berbeda pengaruh kualitas aparatur, 

kepatuhan terhadap regulasi terhadapa pengelolaan BMD. Perlunya optimalisasi pemanfaatan 

teknologi informasi dan SPIP dalam mendukung pengelolaan BMD di OPD Pemerintah Kota 

Pekanbaru. 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis dari Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang sumber datanya adalah adalah 

data primer, yaitu data yang diperoleh sampel dari responden dan data sekunder yang 

bersumber dari literatur, bahan bacaan dan buku berkaitan dengan pengelolaan barang milik 

daerah. Populasi dalam penelitian ini semua aparatur sipil negara (ASN) yang ada pada 46 

(empat puluh enam) OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Jumlah 

sample yang digunakan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) responden. Responden 

terdiri dari masing-masing kepala OPD sebagai pengguna barang yang berfungsi sebagai 

pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah. Selanjutnya kepala sub bagian 

umum sebagai pejabat penatausahaan barang yang mempunyai tugas dan fungsi tata usaha 

barang milik daerah pada Pengguna Barang. Responden ketiga adalah pengurus barang yang 

ada disetiap OPD di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Pengurus barang mempunyai 
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tugas mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing masing SKPD yang 

berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu inventaris Barang (KIB) 

yang merupakan seorang pejabat fungsional umum. Purposive random sampling adalah 

metode yang dipilih dalam penelitian ini. Sample ditentukan sendiri oleh peneliti dengan 

sengaja berdasarkan kriteria tertentu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Uji Validitas Data 

Variabel Pernyataan r hitung r tabel keputusan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

BMD1 0,530 0,1672 Valid 

BMD2 0,592 0,1672 Valid 

BMD3 0,510 0,1672 Valid 

BMD4 0,527 0,1672 Valid 

BMD5 0,538 0,1672 Valid 

BMD6 0,528 0,1672 Valid 

BMD7 0,377 0,1672 Valid 

BMD8 0,376 0,1672 Valid 

BMD9 0,518 0,1672 Valid 

BMD10 0,557 0,1672 Valid 

BMD11 0,529 0,1672 Valid 

BMD12 0,504 0,1672 Valid 

BMD13 0,545 0,1672 Valid 

BMD14 0,632 0,1672 Valid 

BMD15 0,630 0,1672 Valid 

Kualitas Aparatur Daerah 

KAD1 0,817 0,1672 Valid 

KAD2 0,802 0,1672 Valid 

KAD3 0,834 0,1672 Valid 

KAD4 0,671 0,1672 Valid 

KAD5 0,734 0,1672 Valid 

KAD6 0,837 0,1672 Valid 

KAD7 0,502 0,1672 Valid 

Kepatuhan Pada Regulasi 

KPR1 0,717 0,1672 Valid 

KPR2 0,700 0,1672 Valid 

KPR3 0,718 0,1672 Valid 

KPR4 0,739 0,1672 Valid 

KPR5 0,725 0,1672 Valid 

KPR6 0,726 0,1672 Valid 

KPR7 0,756 0,1672 Valid 

KPR8 0,773 0,1672 Valid 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 

PTI1 0,597 0,1672 Valid 

PTI2 0,715 0,1672 Valid 

PTI3 0,655 0,1672 Valid 

PTI4 0,580 0,1672 Valid 

PTI5 0,700 0,1672 Valid 

PTI6 0,608 0,1672 Valid 

PTI7 0,650 0,1672 Valid 

Sisntem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SPI1 0,620 0,1672 Valid 
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SPI2 0,668 0,1672 Valid 

SPI3 0,581 0,1672 Valid 

SPI4 0,663 0,1672 Valid 

SPI5 0,596 0,1672 Valid 

SPI6 0,567 0,1672 Valid 

SPI7 0,551 0,1672 Valid 

SPI8 0,615 0,1672 Valid 

 

Tabel 2. Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

Nilai 

Kritis 
Kesimpulan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,811 0,6 Reliabel 

Kualitas aparatur daerah 0,866 0,6 Reliabel 

Kepatuhan Pada Regulasi 0,874 0,6 Reliabel 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,764 0,6 Reliabel 

Sisntem Pengendalian Intern Pemerintah 0,748 0,6 Reliabel 

 

  Tabel 3. Uji t 

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 35,489 4,351   8,157 ,000 

Kualitas Aparatur 

Daerah 
,909 ,099 ,654 9,225 ,000 

Kepatuhan Pada 

Regulasi 
-,313 ,141 -,199 -2,218 ,028 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

-,025 ,162 -,012 -,155 ,877 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

,430 ,161 ,268 2,679 ,008 

a. Dependent Variable: Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

Tabel 4. Uji Hipotesis 

Variabel thitung ttabel sig 

H1 Kualitas aparatur daerah terhadap pengelolaan BMD 9,225 1,97796 ,000 

H2 Kepatuhan Pada Regulasi terhadap pengelolaan BMD -2,218 1,97796 ,028 

H3 Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap 

pengelolaan BMD 
-,155 

1,97796 
,877 

H4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

terhadap pengelolaan BMD 
2,679 

1,97796 
,008 

 

 Tabel 5 Koofisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 
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Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .704a ,496 ,480 3,739 

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 

Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

Kepatuhan Pada Regulasi 

b. Dependent Variable: Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

Pembahasan 

Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah Terhadap Pengelolaan BMD 

Dari hasil uji analitis diatas menunjukan kualitas aparatur daerah thitung sebesar 

(9,225) lebih besar dari ttabel yaitu (1,97796) atau Sig. (0,000) < 0,05. Artinya pengelolaan 

bmd dipengaruhi oleh variabel kualitas aparatur daerah secara positif dan signifikan terhadap 

BMD. Hal ini dapat diartikan aparatur daerah yang berkualitas dapat meningkatkan 

pengelolaan BMD pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian primanovy (2016) yang menunjukan pengelolaan BMD dipengaruhi oleh kualitas 

aparatur daerah secara positif dan siginifikan [9]. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang 

dilakukan Haryanto (2013) yang menyatakan kemampuan sumber daya manusia berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna [11]. Siregar (2016) 

dalam penelitiannya juga menyatakan kualitas laporan barang milik daerah dipengeruhi oleh 

kualitas sumber daya manusia secara positif dan signifikan [12]. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Azhar (2013) tidak selaras dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa 

manajemen asset tidak dipengaruhi oleh kualitas aparatur daerah [5]. 

 

Pengaruh Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Pengelolaan BMD 

Dari hasil uji analisis kepatuhan pada regulasi mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pengelolaan BMD pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil uji hipotesis thitung (-2,218) lebih kecil dari ttabel (1,97796) atau Sig. (0,028) < 

0,05. Artinya pengelolan BMD dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kepatuhan pada 

regulasi. Dapat diartikan dalam mengelola barang milik daerah selalu berdasarkan kepada 

regulasi dan aturan yang telah ditetapkan agar pengelolaan BMD menjadi lebih baik dan 

optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2013) yang 

menunjukan kualitas pengelolaan BMD dipengaruhi oleh kepatuhan pada regulasi secara 

parsial dan signifikan [5]. 

 

Pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi Terhadap Pengelolaan BMD 

Berdasarkan tabel uji analisis diketahui thitung (-0,155) lebih -t tabel (1,97796) atau Sig. 

(0,877) > 0,05. Artinya variabel Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengelolaan BMD pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dimaksudkan 

bahwa teknologi infomasi bukan merupakan faktor dalam mengelola barang milik daerah 

(BMD). Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang diakukan oleh siregar (2016) 

menyatakan kualitas laporan barang milik daerah tidak dipengaruhi oleh pemanfaatan 

teknologi informasi secara negative dan tidak signifikan [12]. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2013) yang menyatakan manajemen aset pada Kota 

Banda Aceh dpengaruhi secara positif dan signifikan. [5]. Hasil penelitian yang tidak sama 

dilakukan oleh primanovy (2016) yang menyatakan Pengelolaan barang milik daerah (BMD) 

tidak dipengaruhi secara signifikan oleh sistem informasi. 

 

Pengaruh SPIP Terhadap Pengelolaan BMD 
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Dari hasil uji analisis yang dilakukan diketahui thitung (2,679) lebih besar dari ttabel 

(1,97796) atau Sig. (0,008) < 0,05. Artinya pengelolaan BMD Kota Pekanbaru di pengaruhi 

oleh Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) secara positif dan signifikan. Hasil 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh siregar (2016) yang 

menyatakan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kualitas laporan 

barang milik daerah [12]. Hal ini menunjukan pengelolaan barang milik daerah akan lebih 

baik apabila sistem pengendalian intern pemerintah berjalan dengan baik dan sesuai amanah 

dari Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008.  

 

SIMPULAN 
Dari analisa data dan pembahasan, pengujian hipotesis dan pembahasan dapat 

disimpulkan Kualitas aparatur daerah, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah 

Kota Pekanbaru. kepatuhan pada regulasi berpengeruh negatif dan signifikan terhadap 

pengelolaan barang milik daerah pada pemerintah kota pekanbaru. Sedangkan pemanfaatan 

teknologi informasi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan barang 

milik daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru.  

 

SARAN  
 Dari hasil uji analitis dan pembahasan yang dilakukan maka saran untuk  peneliti  

selanjutnya dengan menambahkan  variabel lain yang memiliki hubungan dengan pengelolaan 

barang milik daerah, melakukan penelitian metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif 

dan  memperuluas cakupan wilayah penelitian serta menambah sampel penelitian 
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